
   Tranformasi Orientasi KB (Seri Artikel Jadul) Soroy Lardo*)   Masalah ledakan penduduk selalu menjadi problem yang tak kunjung henti. Sebab mendasar adalah akibat tidak adanya korelasi antara pertumbuhan penduduk yang berdasarkan deret ukur dengan pertumbuhan ekonomi yang mengikuti deret hitung. Ledakan penduduk yang tidak terkontrol ini pada hakekatnya manifestasi dari tata kehidupan yang mencakup berbagai aspek kehidupan berupa kualitas manusia, tingkat pendidikan, kesehatan, tingkat kesejahteraan serta persepsi budaya yang belum baik. Jadi benar apa yang diungkapkan oleh Paul R.Ehrlich (dalam bukunya Ledakan Penduduk). Menurutnya, sebelum adanya penataan kehidupan secara keseluruhan serta kesadaran dari tiap orang akan bahaya ledakan penduduk yang tidak terkontrol tersebut, maka pengendalian penduduk tidak akan mencapai apa yang kita harapkan. Kesadaran akan pentingnya pengendalian penduduk ini sudah hampir seabad lamanya dikumandangkan oleh seorang tokoh wanita dalam bidang kependudukan Margaret Sanger (1901), perlu adanya birth control. Gemanya baru terasa oleh kita dengan didirikannya PKBI, tahun 1957. Rupanya apa yang disorot dalam setiap kurun waktu dalam usaha pengendalian penduduk ini selalu berubah. Dengan di lembagakannya program Keluarga Berencana (KB) oleh BKKBN (1970), memberikan suatu keterpaduan program pengendalian penduduk yang lebih baik. Tetapi di sisi lain menyebabkan kreativitas masyarakat yang concern terhadap KB menurun. PKBI sebagai "gerakan budaya" semula berfungsi dalam memberi nasihat perkawinan, pertolongan dalam kemandulan, nasihat dan bantuan dalam menjarangkan kehamilan dan 
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mengadakan usaha-usaha lain dalam mencapai tujuan keluarga sejahtera yang sebagian besar sudah ditangani oleh BKKBN. Tetapi tidak dapat dipungkiri, biar bagaimanapun PKBI telah menaburkan benih yang sangat penting dalam program KB di Tanah Air. Dalam kaitan KB sebagai sarana pengendalian penduduk baik dalam pengaturan maupun pembatasan kelahiran, ada satu hal yang perlu kita bicarakan dalam konteks masalah ini. Dengan adanya pendidikan kependudukan, maka akan memberikan peran yang lebih besar pada wanita dan profesionalisasi kerja. Perlunya pendidikan kependudukan Pada dasarnya kaitan antara tingkat pendidikan dan kesadaran pentingnya KB erat sekali. Hampir setiap negara yang wanitanya berpendidikan tinggi memiliki anak sedikit. Kathleen Newland mengungkapkan, dari hasil penelitian (1972) di Yordania, wanita buta huruf berumur 30-34 tahun mempunyai anak rata-rata 6,4. Sedangkan wanita berpendidikan sekolah dasar mem-punyai anak rata-rata 5,9. Wanita pendidikan sekolah menengah mempunyai anak rata-rata 4,0 dan wanita sarjana mempunyai anak 2,7. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang program KB. Terutama dalam merubah persepsi dan orientasi pentingnya KB. Salah satu usulan yang pernah dilontarkan adalah perlunya pendidikan kependudukan di sekolah-sekolah. Tetapi hingga kini belum kita lihat implementasinya. Jika dikaitkan dengan beban studi siswa atau mahasiswa, kita memakluminya. Tetapi, dengan meningkatnya orientasi program KB tidak dari sekedar pengendalian penduduk melalui pengaturan. dan pembatasan kelahiran ke arah peningkatan kualitas manusia, maka pendidikan kependudukan semakin dibutuhkan. Pada tahun 1978, Lembaga Pengembangan Pendidikan Korea mengadakan restrukturisasi pelajaran sekolah yaitu dengan mamasukkan pelajaran kependudukan. Dampaknya ternyata sangat besar terhadap pandangan masyarakat terhadap KB sebagai sarana pembentukan kualitas manusia. Di sana, setiap orangtua sudah memiliki pandangan yang sama terhadap anak laki maupun wanita. Dan sekarang pemerintah Korea tidak repot lagi menghadapi berbagai tingkah kebandelan rakyatnya. Mereka sudah cukup puas jika anaknya prig atau wanita, karena dianggap sama saja.   



Meningkatkan peran wanita Banyak para ahli Keluarga Berencana mulai berpaling terhadap wanita sebagai pemegang kendali berhasil tidaknya Keluarga Berencana. Tak pelak lagi wanita memang dibutuhkan perannya dalam program KB. Kegagalam program KB dalam satu dan dua dasawarsa ini sebenarnya akibat kurang telitinya kita dalam menilai peran wanita. Selama ini pandangan yang ada hanya sebagai makhluk "pembiak" belaka. Tidak melihat dari sisi lain sebagai suatu pribadi utuh yang mampu mewujudkan perubahan pandangan tentang besarnya keluarga. Seperti di Jepang, pada penelitian tahun 1969, oleh JOICFP (Organisasi kerja Sama International KB) mengapa wanita Jepang memiliki pendangan cukup mempunyai dua anak saja. Sebab mereka sudah mulai berpikir dari segi kualitatif, mereka beranggapan, jika anak mereka banyak maka pendidikan mereka dikuatirkan tidak akan terjamin. Di sisi lain wanita juga diberikan peluang yang lebih besar dalam sistem sosial, di samping meningkatkan derajat pendidikan dan menciptakan profesionalitas kerja. Pengaruh ini cukup besar dalam memajukan program KB. Ditambah lagi jika masyarakat maupun pemerintah mampu melepaskan hambatan-hambatan yang mereka hadapi untuk memperoleh perasaan berguna di masyarakat serta mampu secara konsisten menempuh jalan hidup yang diyakininya. Jadi tidak seluruhnya tepat jika penurunan secara dramatis pertambahan penduduk di Jepang diakibatkan oleh pengguguran kandungan (Pikiran Rakyat, 17 November 1985). Dan yang menjadi perdebatan hingga kini, yakni sejauh mana wanita dapat berperan pada batas-batas kodratnya. Terutama pada bidang - bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Ada kalangan yang berpendapat, selama wanita bekerja dalam kerangka menambah nafkah suami maka angka kelahiran akan tetap tinggi. Tetapi jika bekerja sebagai sarana untuk meningkatkan karir maka angka kelahiran justru menurun. Hal ini menurut penelitian di Amerika (1977) menyebutkan, dalam 25 tahun terakhir dengan banyaknya wanita bekerja ternyata angka kelahiran mengalami penurunan dengan stabil. Menurut sensus 1980 seperti diungkap Pikiran Rakyat 17 November 1986, terdapat 54% penduduk Indonesia merupakan usia kawin. Dan ini akan menjadi masalah besar jika program KB yang sedang kita galakkan ini tidak melakukan suatu langkah transformasi orientasi ke arah pentingnya kualitas manusia. Salah satu pokok pikiran kita adalah bagaimana menggolkan pendidikan kependudukan dan meningkatkan 



peranan wanita dalam program tersebut secara spesifik yang sesuai dengan nilai dan kondisi budaya yang ada pada kita. Sehingga, untuk masa mendatang akan terwujud generasi yang sadar akan pentingnya KB karena sejak awal telah mendapatkan pendidikan kependudukan; didukung dengan makin sadarnya peran wanita untuk menunjang suatu keluarga kecil dan sejahtera. Sejak itu, tentunya pemerintah tidak perlu bersusah payah ber-KB safari, KB Lestari atau melibatkan berbagai sektor informal dikarenakan kesadaran sudah timbul dari rakyat sendiri. Mudah-mudahan. *) Peneliti Lembaga Studi Kesehatan Bandung (LSKB) 


